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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:
Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, alamat Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan
Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal
ini diwakili oleh kuasa hukumnya Indra Jaya Putra, S.H. dan
Afrizal, S.H. Para advokat pada Kantor Hukum “INDRA JAYA
PUTRA, S.H. & REKAN” berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut,
Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Pultih,
Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung
Nomor 225/SK/12/2019, tertanggal 2 Desember 2019, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani
sawit, alamat Jalan Pini Anom Dusun Mulyo Rejo, Kepenghuluan
Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di

kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor
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610/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 2 Desember 2019, telah mengajukan gugatan

cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor: 304/43/1V/2004, tertanggal 21 Februari 2004 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan

Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orang

tua Penggugat yang beralamat di Kepenghuluan Bangko Sempurna,

Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai
berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
tiga orang anak bernama:
4.1. Anak, lahir pada tanggal 13 Desember 2004;
4.2. Anak, lahir pada tanggal 24 Januari 2007,
4.3. Anak, lahir pada tanggal 19 Februari 2011;
Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat
dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada
akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

disebabkan karena:

6.1. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain;

6.2. Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman
bersama sampai berhari-hari lamanya tanpa keperluan yang jelas;
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6.3. Orang tua Tergugat terlalu mencampuri persoalan rumah tanga
Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar,
orang tua Tergugat selalu berpihak kepada Tergugat dan
menyalahkan Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 yang disebabkan karena
Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat supaya Tergugat tidak
selalu bepergian tanpa tujuan yang jelas, lalu Tergugat marah kepada
Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi dari rumah
kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang
beralamat di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko
Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat
masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan
lebih kurang lima tahun lamanya;

9. Bahwa keluarga Penggugat sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa
yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan
akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan
tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia,
sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;
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11. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus
dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan
perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas
justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat
yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan
bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih
diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan
dalam kaidah fikih yang berbunyi:
3,8 Nodlw) pdi0 &b ab Mool J>

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada

meraih kemaslahatan (kebaikan);

12. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami
dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan
diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Jika Suami
atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan”, Dengan demikian, gugatan
cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung CdJajelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili pekara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatengan
didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat
gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pengugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/43/1V/2004, tertanggal 21
Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;
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B. Saksi:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
merupakan Abang kandung Penggugat;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah
menikah pada tahun 2004, dari pernikahannya Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis
lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena
Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga
sering melalaikan nafkah untuk Penggugat;
Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan
Tergugat;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2014;
Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk

rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
merupakan tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah
menikah sekitar lima belas tahun yang lalu, dari pernikahannya

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun usia
pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena
Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga
sering melalaikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
lima tahun yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk
rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan
Tergugat dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan dikuatkan
dengan bukti P, Penggugat sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah
dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian mengajukan cerai
gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena
perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing, karena
merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang
diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya
Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuaiPasal 26 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka putusan
atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan
Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi
yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
juncto Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan
perkara ini Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat
mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan
dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bgmaka
Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan
gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena
perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal
283 R.Bg., Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan
memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat
diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan
Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta
autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi
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penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5
Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh
Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat
dapat diterima dan dibenarkan karena telah memenuhi syarat sebagai saksi
berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 yang berbunyi “Gugatan tersebut dalam ayat (1) gugatan dapat diterima
apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan
dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang
yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan
oleh Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan
oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh
karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg,;
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Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang

Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim

berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas

minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya

di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan

Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6
Februari 2004 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah
tempat tinggal sejak tahun 2014;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken
home);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat

dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan

Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan

Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan
penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling
mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan
Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam
surat al-Rum ayat 21:
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fighiyah

yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan:
Hadl e e ;:ﬁ.ﬁ.a.w..su.q.lu 3K

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih
manfaat.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah
tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah
berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa

pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi
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Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh
Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal
ini Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit
untuk dirukunkan:;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan
Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan
Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan
tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di
muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di
muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan
Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat,
maka Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam
yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Surya Darma

Panjaitan, S.H.l., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal

tersebut dengan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Perincian biaya :

Pendaftaran

Proses

Panggilan dan PNBP
Redaksi

Meterai

Jumlah

A

Hakim Tunggal,

Surya Darma Panjaitan, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag.

Rp30.000,00

Rp50.000,00

Rp320.000,00

Rp10.000,00

Rp6.000,00

Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)
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